
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Kota Padang selama periode 

pemerintahan Wali Kota Padang 2019–2024 adalah upaya legislatif daerah 

dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Hak 

interpelasi telah digunakan sebagai sarana konstitusional untuk meminta 

penjelasan atas sejumlah kebijakan yang dinilai strategis, berdampak luas, 

dan memunculkan kontroversi di tengah masyarakat, khususnya kebijakan 

yang tidak transparan atau tidak dikonsultasikan dengan DPRD. Namun 

dalam implementasinya, pelaksanaan hak interpelasi masih menghadapi 

berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah resistensi dari pihak 

eksekutif yang cenderung defensif dan kurang kooperatif. Dalam beberapa 

forum interpelasi, kepala daerah tidak hadir secara langsung, dan hanya 

mengirimkan perwakilan teknis. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen 

untuk membangun komunikasi politik yang sejajar dan terbuka dengan 

DPRD. 

2. Dampak pelaksanaan hak interpelasi juga terbentur pada persoalan struktural 

dan kultural. Secara struktural, tidak ada ketentuan yang mewajibkan wali kota 

hadir dan memberikan jawaban secara langsung, sehingga mekanisme ini 

kehilangan daya tekan. Secara kultural, hubungan eksekutif-legislatif masih 

belum sepenuhnya egaliter, yang menyebabkan fungsi pengawasan sering 
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disalahartikan sebagai tekanan politik, bukan sebagai bagian dari sistem 

checks and balances dalam demokrasi lokal. Meskipun demikian, penggunaan 

hak interpelasi oleh DPRD Kota Padang tetap relevan dan penting dalam 

kerangka mewujudkan prinsip good governance, khususnya dalam aspek 

akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik. Agar fungsi pengawasan dapat 

berjalan secara optimal, diperlukan perubahan sikap dari kedua belah pihak, 

baik legislatif maupun eksekutif, untuk membangun komunikasi yang sehat, 

terbuka, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan memperkuat 

pelaksanaan hak interpelasi secara substantif, DPRD Kota Padang dapat 

memainkan peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan 

daerah yang lebih demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. Dampak hak interpelasi oleh DPRD Kota Padang selama periode 

2019–2024 memberikan Hasil signifikan dalam konteks pengawasan terhadap 

kebijakan Wali Kota. Interpelasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana formal 

untuk meminta klarifikasi atas kebijakan eksekutif, tetapi juga sebagai 

instrumen demokrasi yang memperkuat peran DPRD danB menjaga 

akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Melalui pelaksanaan 

interpelasi, terjadi peningkatan kesadaran publik mengenai fungsi pengawasan 

DPRD. Masyarakat mulai melihat bahwa lembaga legislatif memiliki posisi 

strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar 

mencerminkan kepentingan rakyat. Ini memperkuat citra DPRD sebagai wakil 

rakyat yang aktif dan responsif terhadap persoalan publik. Namun demikian, 

praktik  interpelasi  juga  menghadapi  tantangan.  Respon  eksekutif  yang 
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cenderung defensif serta komunikasi yang belum optimal antara legislatif dan 

eksekutif menunjukkan masih rendahnya budaya dialog dan kemitraan 

institusional. Hal ini menjadi hambatan dalam pencapaian pemerintahan yang 

partisipatif dan terbuka. Secara keseluruhan, hak interpelasi yang digunakan 

oleh DPRD Kota Padang telah berkontribusi pada penguatan tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik, meskipun masih diperlukan komitmen bersama 

antara legislatif dan eksekutif untuk membangun sinergi demi terwujudnya 

prinsip-prinsip good governance di tingkat lokal. 

 

B. Saran 

 

1. Agar terjadi Penguatan fungsi pengawasan melalui penggunaan hak 

interpelasi secara konsisten, objektif, dan terukur. Selain itu, DPRD perlu 

meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik agar setiap proses 

interpelasi dapat dipahami masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dalam 

menjalankan fungsi representasi rakyat. 

2. Agar terjadi Peningkatan respon hak interpelasi Pemerintah Kota secara 

konstruktif, bukan sebagai bentuk perlawanan politik. Interpelasi seharusnya 

dipahami sebagai ruang evaluatif yang sehat untuk perbaikan kebijakan dan 

pelayanan publik. Diperlukan pula peningkatan kemitraan dan komunikasi 

yang setara antara eksekutif dan legislatif guna membangun tata kelola 

pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif. 

3. Agar terjadi Peningkatan pengawasan masyarakat untuk lebih aktif dalam 

mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan daerah serta 

mendukung proses pengawasan yang dilakukan DPRD. Kesadaran kolektif 

tentang pentingnya pengawasan demokratis akan menjadi kekuatan sipil 

dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel. 
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